
Indah Wulandari,
M Ikhsan Shiddieqy

Presiden diminta menje-
laskan soal keringanan
hukuman koruptor.

JAKARTA — Pegiat antikorupsi terus
meng kritik kebijakan pemerintah yang
memberikan keringanan hukuman bagi
koruptor. Mantan pimpinan Komisi
Pem berantasan Korupsi (KPK) periode
2003-2008, Erry Riyana Hardjapamekas,
mengatakan, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono kurang bijak dalam mem-
berikan keringanan hukuman. 

“(Pemberian keringanan hukuman) ti -
dak masuk akal menurut saya. Apalagi
se karang sedang menggalakkan pembe -
ran tasan korupsi,” kata Erry, Ahad (22/8). 

Erry menilai, pemerintah seharusnya
ju ga mempertimbangkan rasa kemanu-
sia an yang lebih luas, yaitu rakyat Indo -
nesia. Rasa keadilan masyarakat terced-
erai dengan ‘pengampunan’ terhadap

koruptor. “Dengan kebijakan ini, ke  -adil -
 an satu dua orang jadi lebih penting dari-
pada keadilan masyarakat luas.”

Peringatan Hari Ulang Ta -
hun ke-65 Re publik Indonesia
se akan menjadi ‘ber kah’ ter -
sen diri bagi narapidana
kasus korupsi. Pemerintah
mem berikan remisi atau
pengurangan masa hu kum -
an bagi 330 narapidana kasus
ko rup si. Sebanyak 11 ter pi-
dana korupsi langsung meng hirup
udara bebas, termasuk mantan deputi
gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan
yang juga besan Presiden.

Ketua Komisi Hukum Na sional, JE
Sa hetapy, me ngatakan, pemberian ke -
ring anan hukuman dan pengampunan
ba gi koruptor harusnya di kaji secara
men dalam, terutama dampaknya; apa -
kah pemberian ke ringan an itu sesuai
dengan semangat reformasi dan pem-
berantasan korupsi atau tidak. “Yang
terjadi saat ini pemberian ke ringanan
dan pengampunan itu mem buat ambu-
radul penegakan hukum.”  

Menurut Sahetapy, sudah saatnya

peme -rin tah merevisi aturan pemberian
ke ringanan hukuman yang tercantum

pada Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2006. Aturan

ini dibuat semasa Menteri
Hukum dan HAM Hamid
Awaluddin. 

Dalam Pasal 1 ayat 3
aturan ini ditegas kan remisi
bagi koruptor bisa diberi kan

asal terpidana berkelakuan
baik dan sudah menjalani

sepertiga masa tahan an. Pasal 2
ayat 1 ditegaskan lagi, remisi  diberikan

oleh menteri setelah mendapat pertim-
bangan dari Dirjen Pemasyarakatan. 

Sahetapy mengusulkan pemerintah
menghapus remisi bagi terpidana teroris
dan korupsi karena termasuk kejahatan
luar biasa. Ia juga berharap Presiden
SBY memberi penjelasan langsung
terkait remisi para koruptor ini. 

“Ini masalah besar. Presiden harus
beri penjelasan ke masyarakat. Apalagi
yang dapat keringanan kan setingkat
kepala daerah,” katanya.

Mantan anggota Dewan Pertim -
bangan Presiden,  Adnan Buyung Na su -

tion, mengatakan, pemberian ke ringan -
 an hukuman ataupun pengampunan
harus diputuskan objektif dan adil. Ini
kare na Adnan melihat gejala penegakan
hu kum yang mulai kehilangan tujuan. 

Dia pun sepakat agar pemerintah
mem perketat aturan keringanan hu -
kum an kasus korupsi. Menurut dia, ini
penting karena para koruptor siap me -
manfaatkan celah hukum dengan meng-
gunakan asas perikemanusiaan dan
perikeadilan. “DPR perlu memanggil
Men kum ham untuk (bersama) dibu-
atkan peraturan pemerintah, yang isinya
syarat-syarat  pembebasan bersyarat
pada koruptor,” usulnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dalam buka puasa di kediamannya, Ahad
(22/8) mengatakan tak perlu semua isu
harus ia komentari. Banyak isu yang le -
bih tepat dikomentari pejabat teknis .
‘’Tak elok Presiden reaktif tanggapi isu
tiap hari.’’ Sebelumnya, Menteri Hukum
dan HAM Patrialis Akbar menegaskan,
pem be rian remisi sudah sesuai  UU Lem -
ba ga Pemasyarakatan dan Per aturan Pe -
me rintah (PP) No 28 Tahun 2006. 

■ ed: stevy maradona
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Pentingnya
Rezeki Halal

Oleh A Riawan Amin

hikmah Sejatinya, Allah SWT telah
menjamin rezeki makhluk -
nya. “Dan, tidak ada suatu

binatang melata pun di bumi, me -
 lainkan Allah-lah yang akan mem-
beri rezekinya.” (QS Hud [11]: 6).

Sumber rezeki sangatlah luas
dan dalam. Seluas bentangan bu -
mi dan kedalaman samudra.
Sungguh, di setiap jengkal ham-
paran bumi dan laut terdapat re -
zeki yang bisa dikais. Perma sa lah -
an nya, kerap kali manusia le bih
berorientasi menunggu rezeki dari-
pada menjemputnya. Lebih me -
mentingkan selera pribadi da lam
memilih sumber rezeki ke timbang
merebut kesempatan di depan
mata. Lebih mengutama kan cara
yang cepat daripada berletih-letih

dalam menggapainya.
Karena itu, Islam menekankan

setiap Muslim agar menjemput
rezeki dengan menggunakan
semua potensi dan kekuatan
yang dimilikinya. Yang pasti, dua
kebaikan perlu diperhatikan.
Pertama, rezeki yang didapatkan
adalah yang baik. “Hai, orang-
orang yang beriman, makanlah di
antara rezeki yang baik-baik yang
Kami berikan kepada kalian.”
(QS Al-Baqarah [2]: 127).

Terkait ayat di atas, Ahmad
Musthafa Al-Maraghi menyatakan
betapa pentingnya seorang
Muslim mengonsumsi makanan
yang halal, bersih, dan lurus.
Halal maksudnya adalah tidak
mengandung kedurhakaan ter-

hadap Allah SWT. Bersih bermak-
na tidak mengandung perkara
yang melupakan Allah.
Sedangkan, lurus berarti rezeki
tersebut mampu menahan napsu
dan memelihara akal.

Kedua, untuk mendapatkan
re zeki yang baik, hendaknya pro -
ses yang dilakukan dengan
meng gunakan cara-cara yang
baik pula. Islam melarang segala
bentuk upaya mendapatkan reze-
ki dengan cara-cara yang zalim
(Al-Baqarah [2]: 279), riba (Al-Ba -
qarah [2]: 278-279), judi (Al-Mai -
dah [5]: 90), penipuan (gharar),
suap (risywah), dan maksiat.

Mengapa Islam menekankan
pentingnya rezeki yang halal? Ka -
rena, setiap asupan yang masuk

ke dalam tubuh manusia akan
me mengaruhinya, baik secara fi -
sik, emosional, psikologis, mau -
pun spiritual. 

Rezeki yang halal menghadir -
kan ketenangan jiwa. Hidup akan
lebih terarah dan menjadikan
pintu-pintu keberkahan terbuka
semakin lebar. Selain itu, rezeki
yang halal merupakan syarat
diterimanya setiap doa oleh Allah
SWT. Rezeki yang halal akan
menciptakan tatanan mayarakat
dan bangsa yang kuat.

Saat ini, sebagai bangsa de -
ngan penduduk Muslim terbesar
di dunia, sepatutnya kita tidak
memfasilitasi setiap anak negeri
mengais rezeki dengan cara-cara
yang dilarang Allah SWT. Meng -

ikuti arus global, kapitalisme,
dan melupakan cara-cara nenek
moyang dahulu melakukan aktivi-
tas ekonomi. Yakni, sistem bagi
hasil, maro, atau paron ditinggal -
kan. Manipulatif, spekulatif, dan
ribawi dipraktikkan. Karena itu,
kini, kita selalu berada dalam
sis tem ekonomi yang sangat ren -
tan dan goyah. Krisis demi krisis
selalu siap menerjang se panjang
waktu. Petaka demi petaka
berlangsung di depan mata. 

Kini, saatnya kita kembali
kepada sistem yang berkeadilan
dalam mencari rezeki dan beru-
paya meneguhkan kembali jati
diri bangsa. Semua itu bermuara
pada pentingnya rezeki yang
halal. Wallahu  a’lam. ■

Ramadhan, Bulan Penuh Berkah

rehat
Presiden tak perlu tanggapi semua isu
Jangan pula selalu bersilat lidah

Selama puasa, anggota DPR jangan bolos
Di bulan lain, boleh dong ...

Imsak 04.30
Subuh 04.40
Zuhur 11.57
Ashar 15.18
Maghrib 17.57
Isya 19.06

Jadwal
Imsakiyah

“Islam itu dibangun di atas lima hal:
syahadat, mendirikan shalat, 

membayar zakat, puasa Ramadhan,
dan haji bagi yang mampu.”

(HR Bukhari)

Mutiara
Ramadhan

Bandung -3 Mnt,
Yogyakarta -14 Mnt,
Semarang -14 Mnt,

Surabaya -24 Mnt
,Jambi + 13 Mnt, 
Padang +26 Mnt, 
Medan +33 Mnt.

Makassar +8 Mnt.

Keadilan Rakyat Dicederai
PETISI POLRI
Ratusan pegiat antikorupsi berunjuk rasa meminta pemerintah menegakkan hukum setinggi-tingginya, di depan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Ahad (22/8). Juru bicara petisi, Taufik Basari,
membacakan petisi “Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan Polri”. Petisi juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mencopot aparat yang terlibat mafia hukum. 
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Koruptor bisa
diberi kan remisi asal
berkelakuan baik dan
sudah menjalani 1/3

masa tahan an

PP 28/2006
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Indah Wulandari,
A Salaby Ichsan

Ada manuver yang
ingin KPK tidak
mendapatkan
laporan hasil audit
pencucian uang.

JAKARTA –– Indonesia
Cor ruption Watch (ICW) me -
lihat ada indikasi dari pihak
tertentu yang terus berupaya
mengerdilkan fungsi Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) untuk menyelidiki
pe nye lewengan keuangan
ne gara.

“KPK bisa selidiki pen cu -
cian uang, tapi PPATK nggak
bisa kasih Laporan Hasil
Audit (LHA) ke KPK. Ini kan
sa ma saja menggan tung
KPK,” ungkap Koor di nator
Bi dang Hukum dan Mo ni -
toring Peradilan ICW, Febri
Diansyah, di Jakarta, Ahad
(22/8).

Ia menengarai, jika hasil
pembahasan rapat panitia
kerja perumus RUU tentang
pen cegahan dan pembe ran -
tasan tindak pidana pen cu -
cian uang di DPR akan me -
ne tapkan aturan seperti itu.
Da lam hal ini, muncul ke -
mung kinan ada anggota tim
pe rumus DPR yang mem pu -
nyai motif ingin mele mah -
kan KPK. 

Namun, Febri mengaku
tak begitu saja bersikap pe -
si mistis pada hasil analisa se -
mentara itu. Ia pun ber jan ji

bakal selalu memantau hing -
ga keputusan final me nge nai
RUU itu diambil, pa da 25
Agustus 2010 di DPR. Ha nya
saja, Febri me nya yang kan,
jika hasilnya nanti tetap saja
tak berubah. “Aki batnya,
hanya ke po lisian saja yang
menguasai data dan memiliki
kewe nang an untuk menyidik
ka sus tindak pidana pen -
cucian uang.” 

“Ini juga bisa dikaitkan
sebagai upaya memproteksi
rekening gendut Polri agar
tidak bisa diusut KPK. Upa -
ya mengerdilkan KPK di
pem bahasan tim perumus
RUU pencucian uang di
DPR memang sedang ber -
lang sung,” ujar  Febri.

Sebelumnya, hasil rapat
tim perumus RUU tentang
pen cegahan dan pembe ran -
tasan tindak pidana pen cu -
cian uang DPR menyatakan,
kewenangan KPK tidak
diganggu gugat. 

Menurut sa lah satu ang -
gota Tim Pe ru mus, Martin
Hutabarat, pem bahasan tim
perumus yang dilakukan di
Bogor pa da Sab tu malam
(21/8) me nye but kan, tidak
ada kepu tus an yang menga -
nulir ke ingin an yang sudah
dise pa kati di Panja pada 28
Juli lalu. 

“Pada intinya, telah dite -
tapkan, apabila ditemukan
adanya indikasi tindak pi -
da na pencucian uang,
PPATK dapat menyerahkan
hasil pe meriksaannya kepa -
da pe nyi dik tindak pidana
asal, yaitu kepolisian, kejak -
saan, KPK, dan Badan Nar -
kotika Nasio nal (BNN), un -
tuk dilakukan pe nyidikan,”

im buh Martin. 
Martin berharap, kewe -

nang an yang dimiliki ins tansi
penegak hukum tadi bi sa
menguak berbagai prak tik
pencucian uang yang marak
dilakukan belakangan ini.
Misalnya, pencucian uang
dari hasil narkoba, penjualan
senjata, terorisme, dan ko -
rupsi.

Namun, menjelang dige -
lar nya rapat perumusan RUU
itu, kini santer terde ngar ka -
bar bahwa hasil ke se pakatan
Pan ja pada Juli lalu, menge -
nai kewenangan KPK akan
di mentahkan dan dianulir.
Aturan ini rencananya akan
disahkan awal September
nanti.

Kasus Tama 
Staf monitoring hukum

ICW, Donal Fariz, menga ta -
kan, meski sudah memakan
waktu sampai 45 hari, hing -
ga kini kasus pemukulan ter -
hadap Tama Satrya Lang kun
masih belum ter ung kap.
Bahkan, tampak ka sus ini
mulai diabaikan. “Polri cen -
de rung fokus ke pada kasus
terorisme se hing ga kasus
Tama dibiar kan begitu saja,”
ungkapnya.

Donal menyatakan, hing -
ga saat ini, belum ada kema -
juan yang berhasil diungkap
polisi tentang siapa pelaku
la pangan dan aktor inte -
lektual kejadian tersebut. 

Pada sisi lain, lanjutnya,
kondisi Polri saat ini dinilai
tidak kondusif karena ba -
nyak masalah yang meng -
hing gapinya, seperti kasus
rekening gendut perwira.

� ed: muhammad subarkah

KPK Terus
Dikerdilkan

Fitriyan Zamzami

JAKARTA — Kualitas
dak waan jaksa untuk kasus
sis tem administrasi hukum
(Sis minbakum) menuai
kritikan kalangan anggota
DPR. Bahkan, mereka meni -
lai dakwaan itu lemah kare -
na mengaitkannya dengan
pe nerimaan negara bukan
pa jak.

“Pelayanan Sismin ba kum
sudah beroperasi sejak 2001
dan aturan mengenai pe ne -
rimaan negara bukan pa jak
(PNBP) baru diberla ku kan
pada 2009, sehingga ti dak
bisa didakwa ada tin dakan
ko rupsi,” kata ang go ta Ko -
mi si III DPT, Syarifud din Su -
ding, di Jakarta, ke ma rin,
seperti dikutip Antara.

Suding menjelaskan, ke -

le mah an ini terlihat kare na
sejak April 2001 hingga 2008
belum ada peraturan pe me -
rintah yang mengatur soal
PNBP karena aturan ter se -
but baru ada pada 2009 dan
peraturan pemerintah tidak
berlaku surut. Menurut dia,
sangat sulit menyebut ada
kerugian negara dalam pro -
yek Sisminbakum, apalagi
jika dikaitkan dengan PNBP.

“Tidak ada kerugian ne -
ga ra dan tidak ada korupsi
ka rena pada saat itu belum
ada peraturan pemerintah
yang mengatur mengenai fee
Sisminbakum,” katanya.

Sementara itu, anggota
Ko misi III DPR lainnya,
Ahmad Yani, juga mengata -
kan pelaksanaan Sisminba -
kum di Kementerian Hukum
dan HAM tidak tepat jika

di dakwa mengandung unsur
ko rupsi. ''Ini  karena pera -
tur  an pemerintah mengenai
PNBP memang baru terbit
pada 2009.''

Sebelumnya, mantan
Jak sa Agung Muda Tindak
Pi dana Khusus (Jampidsus),
Mar wan Effendy, menga -
takan, pelaksanaan sistem
pendaftaran badan hukum
secara online tersebut ada -
lah bentuk pungutan liar.

“Pertama dulu, kita ber -
anggapan tidak ada kerugi -
an negara dalam perkara
(Sis minbakum) ini. Tapi, ini
pu ngutan liar, sekali lagi pu -
ngutan liar,” jelas Marwan
yang ikut menangani kasus
ini saat menjabat Jampidsus,
di Kejaksaan Agung, awal
Agustus lalu.

Menurut dia, pelaksanaan

Sisminbakum ini, walaupun
tak menggunakan anggaran
negara, melanggar sejumlah
ketentuan perundangan. Di
antaranya, dalam melak sa -
na kan kerja sama dengan
swasta dalam pelaksanaan
sis tem ini, Departemen Hu -
kum dan HAM saat itu tak
meminta kajian Bappenas. 

Selain itu, menurut Mar -
wan, pembagian biaya ac cess
fee dalam Sisminbakum an -
tara rekanan Depkum ham,
PT Sarana Rekatama Di na -
mika (SRD) dan Kope rasi Pe -
ngayoman Pegawai Dep -
kumham, juga dilaku kan se -
pihak. “Namun, yang mem -
buat indikasi pe lang gar an
yang utama ada lah bia  ya
pen daftaran lewat Si min ba -
kum yang kelewat tinggi,’’
katanya. � ed: muhammad subarkah.

DPR Kritik Dakwaan Sisminbakum

SOLIDARITAS WARTAWAN
Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Jurnalis Indonesia (FJI) menggelar aksi tabur bunga terkait kematian kontributor
SunTV Ridwan Salamun, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (22/8). Ridwan (35), kontributor Sun TV di Ambon, Maluku, tewas
dikeroyok saat meliput bentrokan warga di Tual, Maluku Tenggara, Sabtu (21/8) pukul 07.30 WIT. 
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Keamanan Masyarakat
>> tajuk <<

Ganendra Widigdya
Mahasiswa Fakultas Ekonomika

dan Bisnis UGM

B
abak pembentuk -
an Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)
telah memasuki
fase penting,

pem bahasan di DPR. Ketua
Panitia Khusus (Pansus) RUU
OJK, Nusron Wahid dari Fraksi
Partai Golkar, menyampaikan
bahwa RUU OJK baru akan
mulai dibahas setelah masa
reses berakhir atau saat dimu-
lainya masa Sidang V DPR RI,
tepatnya pada 18 Agustus 2010.
Hal ini berarti waktu untuk
pembahasan di Pansus RUU
OJK hanya akan memiliki
tenggat empat bulan apabila
kita konsisten menjalankan isi
Pasal 34 ayat 2 Undang-Un -
dang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Bank Indonesia. Pasal
ini mengamanatkan pemben-
tukan OJK harus sudah dila -
kukan selambat-lambatnya pa -
da 31 Desember 2010.

Pembentukan OJK—sebagai
lembaga pengawas sektor jasa
keuangan—akan menaungi
tiga sektor utama: perbankan,
pasar modal, dan industri ke -
uangan nonbank (IKNB). Hal
ini tidak saja menarik perhati -
an masyarakat karena begitu
besarnya peran yang akan
diemban dengan melibatkan
berpuluh ribu unit usaha sek -
tor perbankan yang selama ini
berada dibawah kendali Bank
Indonesia dan Kementerian
Keuangan melalui BAPEPAM/
LK, tapi konsep yang diusung
dalam pembentukan OJK ini
masih terdapat begitu banyak
poin kontradiktif yang menun-
jukkan bahwa sebenarnya kon -
sep OJK yang ditawarkan be -
lum siap untuk diimplemen-
tasikan. Dari sekian banyak
aspek kelemahan dari pem-
bentukan OJK, tulisan ini akan

secara khusus menyoroti bagai -
mana konsep pembentukan
OJK tidak memiliki semangat
yang cukup untuk berusaha
memperbaiki sistem peng awas -
an sektor keuangan diban ding -
kan proses yang ada selama ini,
bahkan pembentukan OJK
berpotensi hanya akan menjadi
sebuah kemubaziran.

Menurut naskah akademis
RUU OJK, pembentukan OJK
sebagai otoritas pengawas
sektor keuangan dilandaskan
beberapa alasan utama, yaitu
(i) independensi, (ii) integrasi
untuk menghindarkan diri dari
konglomerasi dan arbitrase
peraturan, serta (iii) menghin-
dari benturan kepentingan.
Bahkan, sebagaimana publik
memahami, alasan-alasan ter -
sebut lantas diperkuat dengan
isu-isu terkini, seperti adanya
kegagalan Bank Century dan
skandal surat berharga PT
Antaboga hingga perbedaan
pencapatan di Bank Capital
yang menurut beberapa pihak
menjadi fakta bahwa sistem
pengawasan dan pengaturan
yang ada selama ini (status
quo), baik di Bank Indonesia
maupun BAPEPAM/LK, belum
cukup baik untuk mampu
men jaga stabilitas sektor ke -
uangan di Indonesia. Sejauh
ini, memang pembentukan
OJK terlihat sebagai langkah
meyakinkan yang harus segera
dilakukan.

Menanggapi hal tersebut,
pemerintah melalui Tim Pa -
nitia Antardepartemen RUU
tentang OJK mendesain konsep
OJK dengan model unified su -
pervisory yang dianggap akan
menjadi jawaban atas semua
permasalahan yang selama ini
ada di sektor perbankan. Na -
mun, ternyata konsep yang
diusulkan memiliki semangat
yang jauh berbeda dari upaya
untuk memperbaiki sistem
status quo. Hal ini dengan
mudah dapat kita temukan
dalam perumusan RUU OJK

yang telah diserahkan peme -
rintah ke DPR. Dalam RUU
ter sebut, dinyatakan bagai -
mana hampir semua sarana
pendukung operasional OJK
berasal dari lembaga status
quo. Hal ini dimulai dari Ke -
tentuan Peralihan Pasal 46
ayat (2) yang mengisyaratkan
dua tahun pertama anggaran
OJK untuk pengawasan dan
pengaturan di bidang per-
bankan berasal dari anggaran
Bank Indonesia. Kemudian,
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)
yang mengatur peralihan sta -
tus kepegawaian dari Bank
Indonesia dan BAPEPAM/LK
kepada OJK. Ada lagi Pasal 49
ayat (1) dan (2) yang mengatur
peralihan infrastruktur dan
kekayaan negara dari Bank
Indonesia dan BAPEPAM/LK
untuk digunakan oleh OJK.
Kontradiksi itu lantas ditutup
dengan Ketentuan Penutup
Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang
menugaskan Bank Indonesia
dan BAPEPAM/LK untuk
menyiapkan perangkat dan
infrastruktur yang dibutuhkan
oleh OJK agar menjalankan
tugas dan wewenangnya.

Dari penjabaran tersebut,
dapat kita lihat bahwa sebe-
narnya OJK dibentuk hanya
berupa ‘ganti baju’ dari sistem
status quo yang sedang ber-
jalan. Mulai dari anggaran,
pegawai, aset, hingga penyedi-
aan infrastruktur dan perang -
kat awal berasal dari Bank
Indonesia dan BAPEPAM-LK.
Lantas, apa yang baru dari
OJK ini? Terlepas dari begitu
enaknya OJK mendapatkan
kemudahan untuk operasio nal
awalnya. Namun, yang lebih
penting dari proses ‘ganti baju’
ini adalah tidak adanya sema -
ngat yang cukup bagi OJK un -
tuk memperbaiki sistem peng -
awasan dan pengaturan status
quo. Bahkan, konsep ‘ganti ba -
ju’ ini diperkuat dengan per -
nya taan dari Tim Panitia
Antardepartemen RUU tentang

OJK yang sering mengibarat -
kannya dengan ‘bedol desa’.
Hal ini kemudian secara jelas
menggambarkan bagaimana
proses pembentukan OJK
hanya akan menjadi ajang per-
pindahan sumber daya yang
‘ganti baju’, tetapi dengan ‘isi’
yang sama.

Permasalahan yang sama
akan kita temukan juga dalam
konsep Dewan Komisioner
OJK  (DK-OJK). Posisi DK-
OJK akan menjadi posisi yang
prestisius, mengingat posisi DK
adalah pucuk pimpinan tert-
inggi di OJK yang akan men -
jadi otoritas atas kumpulan in -
dustri yang memiliki total nilai
aset lebih dari Rp 2.000 triliun.
Sehingga, publik seba gai pe -
milik dana sektor ke uang an
perlu memastikan bahwa dana
mereka benar-benar diawasi
dan diatur oleh pimpinan yang
kredibel di OJK. 

Dari total jumlah anggota
DK sebanyak tujuh orang,
empat di antaranya berasal
dari lembaga yang merupakan
sumber fungsi pengawasan dan
pengaturan yang diambil alih
oleh OJK. Sebanyak satu orang
berasal dari ex officio Bank
Indonesia, satu orang berasal
dari ex officio pejabat eselon
satu Kementerian Keuangan
dan dua orang berasal dari
pilihan presiden yang direko -
mendasikan oleh Kementerian
Keuangan dan sisa tiga orang
di antaranya berasal dari ke -
pala eksekutif pengawas. Ter -
n yata, unsur DK di dalam OJK
masih kental dengan pengaruh
kedua lembaga tersebut. 

Lantas, pertanyaan yang
sama kembali mencuat di
benak kita, apa yang baru dari
OJK ini? Sebab, sumber daya
OJK terbukti tidak berasal dari
suatu semangat baru penga -
wasan dan pengaturan sektor
keuangan. Bahkan, unsur DK
sebagai pucuk pimpinan OJK
pun juga tidak berasal dari
pihak status quo. �

OJK dan Masalah Pengawasan

Belakangan ini kasus perampokan tampak semakin marak. Bukan

saja frekuensinya yang makin sering, melainkan juga kualitas peram-

pokan, terutama dalam penggunaan senjata api. Bahkan, jumlah rom-

bongan perampok pun makin banyak.

Dua perampokan terakhir menunjukkan kecenderungan itu, yakni

perampokan bank di Medan dan pembobolan ATM di Padang.

Sebelumnya, masih di awal Agustus, terjadi pula perampokan toko

emas di kawasan Tebet, Jakarta. Jumlah perampok yang beraksi enam

sampai belasan orang per aksi perampokan.

Di Medan, perampokan dilakukan oleh 16 orang. Mereka bersen-

jatakan senapan laras panjang jenis AK 47 dan M-16. Senjata itu

banyak digunakan TNI, Polri, dan juga kalangan separatis di Aceh.

Korban perampokan, yaitu satu anggota Brimob tewas tertembak dan

seorang satpam mengalami luka serius. Tak kurang dari Rp 1,5 miliar

berhasil mereka gondol.

Banyak kriminolog yang menganalisis bahwa bukan sembarang

orang bisa mendapatkan senjata tersebut. Bukan pula sembarang orang

yang bisa menggunakannya. Siapa pun dia, mesti orang yang terlatih

menggunakan senjata otomatis. Dengan demikan, ada dua kemungkin -

an, yakni mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau dari

aparat. Tak menutup kemungkinan juga, perampokan ini terkait peng-

galangan dana buat teroris.

Akan tetapi, siapa pun pelakunya, ini memang menjadi ujian bagi

Polri untuk menuntaskan masalah perampokan ini. Setelah selama ini

dinilai berhasil menangkap teroris, meskipun masih menyisakan kon-

troversi, terutama terkait dengan penangkapan Ba’asyir, Polri kini diuji

dengan masalah perampokan.

Langkah yang tak kalah penting adalah mengantisipasi untuk memi-

nimalisasi terjadinya perampokan. Di bank, misalnya, perlu dihidupkan

lagi central alarm di setiap kantor bank yang terhubungkan langsung

dengan kantor polisi. Dengan demikian, jika ada perampokan, sesegera

mungkin polisi terinformasikan dan langsung menuju lokasi.

Toko-toko, terutama seperti kompleks pertokoan perhiasan, juga

perlu melakukan langkah sebagaimana kantor bank tersebut. Atau

paling tidak, penjagaan dari aparat kepolisian perlu lebih diperketat

lagi dan pengawasan untuk kawasan yang rawan perampokan seperti

pertokoan emas itu.

Pada bulan Ramadhan menjelang Lebaran ini, ketika masyarakat

Muslim sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan tak

mungkin perampok malah aktif beraksi. Mereka membutuhkan uang

untuk Lebaran dan akan mencari uang dengan segala cara, termasuk

merampok. Untuk itu, kewaspadaan aparat semestinya lebih tinggi lagi

pada bulan puasa ini.

Bagaimanapun, makin maraknya aksi perampokan, membuat

masyarakat waswas. Bagi masyarakat, mereka tak peduli motif dari

perampokan, apakah untuk kegiatan teroris atau kriminalitas biasa,

yang penting tidak ada lagi perampokan.

Masyarakat membutuhkan rasa aman untuk menjalankan aktivitas-

nya. Karena itu, sudah menjadi tugas kepolisian untuk menuntaskan

masalah perampokan yang makin merajalela, sekaligus juga mampu

mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sejauh

ini telah meresahkan masyarakat. �

Irfan Ridwan Maksum
Guru Besar Ilmu Administrasi

Negara FISIP-UI

A
nalisis peme -
karan daerah
dalam tulisan
ini memakai
model organ-
isme dalam

teori organisasi (Hatch: 1997).
Negara bangsa adalah organ-
isme besar, bukan sebuah
benda fisik atau benda mati
atau sebuah mesin, bahkan
menyangkut birokrasi yang
hidup di dalamnya, bak bagian
dari organisme besar tersebut.

Karena dinilai gagal, saat ini
pemekaran daerah di Indonesia
masuk pada momentum mora-
torium. Bangsa ini menunggu
keseriusan kebijakan tersebut
dilaksanakan. Tulisan ini
meng upas pandangan organ-
isme melihat kebijakan terse-
but di mana organisme mana -
pun membutuhkan sumber
daya hidup untuk terus eksis
di dunia.

Organisme Mengembang
Pemekaran daerah meru-

pakan pengembangan organis-
me negara bangsa. Dalam era
reformasi, faktor pengembang
utama adalah didorongnya
demokratisasi. Demokrasi
memperkuat nilai individu.
Hubungan negara-individu
menjadi longgar. Kekuatan inti
negara ada dalam unit pemer-
intahan yang terdiri atas para
pengambil kebijakan dan
pelaksananya. Kebijakan ter-
sebut sendiri untuk kepenting-
an keseluruhan anggota orga-
nisme negara bangsa, bukan
kepentingan para pengambil

kebijakan (matra politik) dan
pe laksananya (matra admi-
nistratif-birokrasi) semata.

Organisme negara bangsa
Indonesia ini besar karena ang -
gota dan ruang yang besar. Un -
tuk itu, terdapat satu hubung-
an organisme yang kompleks
dengan diciptakannya orga-
nisme sub-sub nasional di dae -
rah. Hubungan-hubungan
yang tercipta dalam organisme
negara bangsa Indonesia pun
mengalami pengembangan
yang luar biasa sejak reforma-
si. Bak tata surya, makin ber-
gerak ke luar (centrifugal).

Dengan demikian, menci-
ptakan daerah baru menambah
besar organisme negara bangsa
Indonesia. Yang menjadi soal,
apakah organisme tersebut
akan eksis dengan sumber daya
yang tersedia?

Pemekaran menambah kom -
pleks organisme karena mencip -
takan sub-matra politik dan
sub-matra administratif-biro-
krasi di berbagai tempat yang
membutuhkan sumber daya
yang besar untuk tetap eksis.
Organisme negara bang sa ini
harus eksis dengan me miliki
tujuan hidup yang ter arah. Di -
gerakkan oleh inti yang efisien
dan efektif di level nasional.
Karena itu, penggerak organis-
me negara bangsa ini mesti
memiliki kekuatan yang besar.

Jika pemekaran tanpa ken -
dali, dibarengi oleh fragmen-
tasi matra politik-administra-
si nasional yang makin besar,
bukan tidak mungkin pada
titik tertentu terjadi big-bang
explosion dari organisme ter-
sebut. Dengan kata lain, per-
pecahan atau kebangkrutan
organisme negara bangsa ter -
jadi.

Tanda-tanda fragmentasi

(bukan menyalahkan demo-
krasi) di tingkat nasional
tengah terjadi. Sebagai indi-
kator dapat disebutkan di sini,
antara lain: tumbuh suburnya
partai politik, peran (kebera-
daan) Dewan Perwakilan
Daerah yang ingin dikuatkan,
diembuskannya keinginan hak
politik TNI-Polri, swastanisa-
si yang gencar, standar HAM
yang mengacu pada praktik
organisme negara bangsa de -
ngan tolok ukur tinggi, lem -
baga negara setingkat peme -
rin tah yang makin plural, dan
lain-lain.

Di tingkat lokal pun terjadi
kekuatan mengembang yang
besar, bahkan bisa dikatakan
bahwa kekuatan mengembang
di atas berbarengan dengan ke -
kuatan mengembang di tingkat
lokal sehingga bisa dilihat ber-
bentuk horizontal. Berbeda
dengan pada masa Orde Baru
yang tidak terjadi pengem-
bangan, malah terjadi proses
penumpukan. Sebetulnya, bisa
saja pengembangan di tingkat
lokal dibarengi dengan penge-
lolaan matra politik dan admi-
nistratif-birokrasi nasional
yang efisien dan efektif berupa
pengembangan model stupa.

Elemen-elemen dalam orga-
nisme tersebut harus memper-
hitungkan kelangkaan sumber
daya yang ada dalam ruang ke -
hidupannya sendiri. Tam bah -
an sumber daya harus dilaku-
kan dengan membuka pasar di
luar ruang kehidupannya. Eks -
por apa pun barang dan ja sa
dari Indonesia keluar negeri
harus terus digalak kan. Eks -
traksi sumber daya alam harus
dilakukan dengan memperha-
tikan keberlanjutan.

Konstruksi tata kelemba-
gaan dasar yang visioner harus

ditetapkan terlebih dahulu.
Semua elemen organisme harus
mampu berpikir jernih ke
depan, ratusan bahkan ribuan
tahun, mau seperti apa orga-
nisme bangsa kita; atau dengan
kata lain, UUD kita seba -
gai basic law sudah seharusnya
mengandung kalimat-kalimat
yang lebih abstrak, kembali
untuk menampung berbagai
kemungkinan ke depan dalam
perubahan organisme negara
bangsa kita.

Mungkinkah kita harus
menganut federalisme? Berba -
gai indikator untuk kekuatan-
kekuatan centrifugal tanpa
menghilangkan keindonesiaan
harus sudah dipikirkan sejak
sekarang ke arah organis -
me horizontal, atau melawan
gerakan centrifugal tersebut
agar kekuatan mengembang
tetap dapat dikelola dengan
lebih efisien dan efektif ke arah
organisme stupa.

Model stupa ini dilakukan
dengan tetap mengembang -
kan bottom-up planning, de -
mo kratisasi nasional yang lebih
baik dengan visi dan stan -
dar yang cocok dengan kultur
struktur nasional Indonesia,
desentralisasi (pemekaran
daerah) yang terukur dan ter-
kelola, sumber daya untuk ke -
pentingan kemajuan ekonomi
masyarakat, penggalian sum -
ber daya alam sendiri yang ber-
orientasi pada kemajuan, eks -
por-impor terkendali, dan
swastanisasi yang terarah.

Gerakan kultural keindone-
siaan tentu harus gencar. Mo -
del stupa lebih mudah ketim-
bang model horizontal yang
harus benar-benar menelan
biaya yang besar untuk menye -
imbanginya agar tidak ter -
jadi big-bang explosion. �

>> suarapublika <<

ARSWENDO DAN TV ONE
Keberatan 

Pada Sabtu, 4 Agustus 2010, dini hari pukul 02.45-02.58, saya melihat
tayangan “Kabar TV One” dengan topik bahasan, yaitu nikah siri. 

Salah satu narasumbernya adalah Arswendo. Dalam tayangan tersebut, de -
ngan mimiknya yang sinis, ia mengatakan, “Saya tidak paham nikah siri, tapi
saya mengatakan bahwa pelaku nikah siri adalah orang yang kikir. Yah, seperti
binatang. Kudalah atau seperti anjing. Anjing malah lebih baik karena kalau dia
kawin ada suratnya.”

Saya terentak pada dini hari itu. Saya bukan pelaku nikah siri, tapi ingat nikah
siri itu  diperbolehkan dan diatur dalam ajaran syariah agama Islam dan sah
hukumnya. Ini harus dihormati! Saya protes keras kepada Arswendo dan TV One.
Apakah tak ada bahasa yang lebih santun lagi membicarakan hal tersebut?

Untuk TV One, ke depan agar lebih berhati-hati dan selektif. 

Wahid Asrofie SE, MM
Jl Krapyak Kulon 143, Panggungharjo 

Bantul 55188

SDIT AL-QALAM 
Penjelasan 

Kami—Pengurus Yayasan Islam Al-Qalam Amanah Ummat yang mendirikan
SDIT Al-Qalam Depok—dengan ini memberikan penjelasan berkaitan dengan
surat pembaca dari Bapak Ir fan Ridwan Maksum yang dimuat dalam harian
Republika pada Senin, 16 Agustus 2010. Penjelasan tersebut sebagai berikut.

l. Kami mengucapkan terima kasih atas surat Bapak sehingga kami menge-
tahui masalah yang sebenarnya terjadi.

2. Kami menyatakan maaf apabila pelaksana tugas yayasan—dalam hal ini
pihak SDIT Al-Qalam Depok—tidak segera menyampaikan kata maaf kepada
Bapak sekeluarga, baik lisan maupun tulisan. Namun, soal upaya pihak sekolah,
setelah kami membaca laporan tertulis dari wali kelas (walas) dan mendengar -
kan laporan lisan dari wakil kepala SDIT, masalah itu sudah dilakukan, terutama
oleh walas.

3. Masukan Bapak yang bersifat membangun ini akan menjadi bahan kami
untuk memperbaiki sistem keamanan siswa SDIT Al-Qalam Depok ke depan.

4. Harapan kami kepada para orang tua siswa SDIT Al-Qalam agar tidak
segan-segan memberikan masukan langsung kepada pihak sekolah atau yayasan
apabila ada masalah anaknya di sekolah. 

Demikian penjelasan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Amin Djamaludin  
Ketua Umum Pengurus Yayasan
Islam Al-Qalam Amanah Ummat

Moratorium Pemekaran 
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Oleh: Prof Dr KH Didin Hafidhuddin
Ketua Umum BAZNAS

S
alah satu nilai substansial yang
melekat dalam kewajiban me nu -
naikan zakat adalah nilai keber-
pihakan pada kaum dhuafa. Da -
lam sebuah hadis, Rasulullah

SAW bersabda: "Kalian akan diberi perto-
longan dan diberi rezeki dengan sebab
(me nolong) kaum dhuafa di antara
kalian...". 

Hadis ini mengisyaratkan bahwa reze-
ki dan pertolongan Allah akan datang
manakala kita melakukan pembelaan ter-
hadap kepentingan kaum dhuafa. Keber -
pi hakan yang dimaksud tentulah bukan
sekadar hiasan kata dan retorika saja,
me lainkan keberpihakan yang diwujud-
kan dalam perilaku dan perbuatan. 

Menurut sunnatullah, sikap kikir dan
mementingkan diri sendiri selalu mem-
bawa pada kerusakan. Bukan hanya ta -
tanan kehidupan pribadi dan keluarga
yang dirusaknya, tapi lebih luas merusak
keseimbangan kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara. Dengan kata lain, ada
korelasi antara kesejahteraan dan keadil -
an ekonomi suatu negara, dengan pemi-
hakan dan  pembelaan hak-hak rakyat
miskin. 

Sikap dan perilaku tuna-sosial dan
mementingkan diri sendiri secara tajam

dikritik oleh Allah SWT dalam firman-
Nya,ŽSekali-kali janganlah orang-orang
yang bakhil dengan harta yang Allah
SWT berikan kepada mereka dari karu-
nia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu
baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan
itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang
mereka bakhilkan itu akan dikalungkan
kelak di lehernya di hari kiamat. Dan
kepunyaan Allahlah segala warisan (yang
ada) di langit dan di bumi. Dan Allah Ma -
ha Mengetahui apa yang kalian kerja-
kan.Ž (QS Ali Imran [3]: 180)

Islam mengajarkan, bahwa kebahagi-
aan sejati akan dapat diraih manakala ki -
ta mampu memberikan sesuatu yang kita
miliki kepada orang lain yang membutuh-
kan. Fakir miskin, anak yatim yang tidak
memiliki harta, dan orang-orang dengan
ekonomi di bawah standar kecukupan
yang jumlahnya begitu besar di negara
kita, memerlukan keberpihakan dan
kepedulian dari pemerintah dan warga
masyarakat lainnya. 

Seorang muslim yang memiliki keber-
pihakan pada kaum dhuafa yang ada di
se kitarnya akan hidup secara terhormat
dan dicintai sesama manusia. Begitu pula
dalam lingkup yang lebih luas, sistem eko-
nomi yang berpihak pada kaum dhuafa
akan mampu menghadirkan per tum buh  an
dan keadilan secara berkeseimbang an. 

Dalam sejarah, selalu ditemukan
bahwa kekuasaan yang memiliki keberpi-

hakan pada kaum dhuafa tidak akan ter-
perosok pada krisis legitimasi atau krisis
kepercayaan. Sebaliknya, kekuasaan yang
tidak berpihak pada kaum dhuafa, dalam
arti tidak peka terhadap beban dan kesu-
litan yang dialami rakyat ketika membuat
sesuatu kebijakan, atau tidak memiliki
kesungguhan untuk menyejahterakan
kehidupan rakyat banyak, akan selalu
dihadapkan pada berbagai persoalan. 

Membangun sebuah bangsa dan nega-
ra, memerlukan pemimpin dan negara-
wan yang rela mengubur atau memini-
malkan kepentingan pribadi. Selama
masih banyak pemimpin dan kelompok
elite yang mendahulukan kepentingan
pribadi dan golongannya, maka kehidup-
an bangsa yang adil dalam kemakmuran
dan makmur dalam keadilan tidak akan
terwujud.

Menurut sudut pandang ajaran Islam,
kedhuafaan tidak identik dengan ketidak-
berartian. Tetapi mereka adalah potensi
dan kekuatan tersembunyi pada umat ini
yang perlu diberdayakan. Di antaranya
me lalui pendidikan, pembinaan karakter,
kesempatan bekerja atau berusaha dan
sebagainya. 

Allah SWT berfirman dalam Alquran,

ŽDan Kami hendak memberi karunia
kepada orang-orang yang tertindas di
muka bumi itu, dan hendak  menjadikan
mereka pemimpin dan menjadikan mere-
ka orang-orang yang mewarisi (bumi).Ž
(QS Alqashas [28]: 5). 

Potensi dan kekuatan dhuafa apabila
tidak diarahkan pada jalan kebaikan,
maka akan bisa berbelok arah pada tuju-
an yang destruktif. Seperti kita ketahui
ideologi Komunis dan paham sejenisnya,
bisa menjelma dalam masyarakat di mana
nasib kaum dhuafa dan marjinal terabai-
kan dan ketimpangan sosial merajalela,
sehingga berpotensi melahirkan perten-
tangan kelas. Pengalaman sejarah Indone -
sia dalam menghadapi bahaya Ko mu nis -
me (PKI) di masa lalu, kiranya menjadi
pelajaran berharga bagi kita semua.       

Dalam suasana dan semangat beriba-
dah di bulan Ramadhan yang penuh ber-
kah, mari kita meningkatkan keperpihak -
an negara dan masyarakat pada kaum
dhuafa. Keberpihakan dapat diwujudkan
melalui kebijakan negara yang pro-rakyat
kecil, maupun melalui kesadaran mem-
bayar zakat, infak, dan sedekah kepada
badan amil zakat di lingkungan masing-
masing. �

Tautkan Hati
untuk Pakistan

Sulit membayangkan, sebuah negara yang padat konflik
diuji mengurus 20 juta warganya yang jadi korban ban-
jir. Pakistan hari ini, sedang dalam kondisi amat

gawat. PBB memperkirakan, satu area yang besarnya ham-
pir sama dengan negara Italia itu, nyaris lumpuh. Lebih
dari 1600 orang meninggal, 330 jembatan tersapu bersih,
dan lebih dari 75.000 rumah hancur. Secara keseluruhan,
hampir 20 juta orang kehilangan tempat tinggal dan lebih
dari 500.000 ton cadangan gandum musnah.

Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Sanaullah,
dalam release-nya yang dikirim ke BAZNAS mengaku, ben-
cana ini benar-benar di luar kapasitas Pakistan untuk
mengatasinya sendiri. Oleh karena itu, Perdana Menteri
Pakistan telah menyampaikan permohonan pada masyara-
kat dunia, untuk dapat memberikan bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Pakistan juga berharap, lembaga kemanu-
siaan yang ada di Indonesia, dapat memberikan perhatian
pada tragedi yang terburuk sepanjang sejarah negara
Pakistan ini. Pertanian hancur, ternak musnah, anak-anak
dan orang tua terancam kelaparan dan kesehatannya.

Menyikapi tragedi ini, Jumat, akhir pekan lalu, organi-
sasi pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan, mengada-
kan pertemuan di kantor BAZNAS untuk merumuskan aksi
bersama membantu masyarakat Pakistan. Di antara lem-
baga-lembaga itu, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Mer-C, Lazis
Dewan Dakwah, BSMI, ACT, dan PKPU.  Dengan sinergi
bersama ini, diharapkan bentuk bantuan yang diberikan
jauh lebih efektif dan tepat sasaran.

Masyarakat Indonesia, dari berbagai lapisan dapat
membantu korban banjir Pakistan melalui BAZNAS dan
lembaga kemanusiaan lainnya. Ramadhan ini, mari tautkan
hati untuk bersama menolong tragedi kemanusiaan di
belah an bumi Pakistan. �

•Kalau kita cinta kepada negara kita ini,
Lillah, untuk menjadikan penduduk dan 

negara ini sujud kepada Ilahi, itu niat yang
kita tanamkan, mesti kita tidak akan berhenti

berjuang.Ž

Buya A.R. Sutan Mansur
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1953-1959, dikutip dari transkrip ceramah/

pengajian tahun 1974. (dokumentasi keluarga).
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6Zakat

U ntuk menghibur
para mustahik
yang ada dija -

lan an dan dalam rangka
memperingati hari ke -
merdekaan ke-65 In do -
nesia, Selasa dini hari
(17/8), BAZNAS meng -
ge lar acara Sahur On
the Road , makan ba reng
Mus tahik  sekaligus si -
ram an rohani bagi ma -
sya rakat miskin di
Jakarta. 

Seperti tahun-tahun
se belumnya, kali ini
BAZ NAS memberikan makan
sahur kepada 1000 lebih  Mus -
tahik yang ada di Jakarta Selatan,
Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. 

ŽSejak pukul 01.00 dini hari,
kami sudah mendistribusikan

makan sahur di beberapa tempat
yang diperuntukkan kepada
masyarakat miskin kota, Panti
Asuhan, Anak jalanan,  Pemulung,
dan Tuna wisma,Ž ungkap Direk -
tur Pelak sana BAZNAS, Teten

Kustiawan. 
Selain dihadiri lang -

sung oleh ketua umum
BAZNAS, Didin Hafi -
dhuddin, Acara yang di
pusatkan di Gedung
Joeang 45, Menteng  Ja -
karta Pusat ini, dipadati
oleh mustahik yang ber -
asal dari Jakarta Pusat
dan sekitarnya. 

Untuk menghibur
pa ra mustahik yang su -
dah datang sejak pukul
02 dini hari, panitia
menghadirkan Ussy

Sulistiawaty dan tim nasyid Sa ja -
dah dengan mendendangkan be -
berapa lagu yang disambut gem-
bira oleh para mustahik yang
hadir. 

� Syaiful Anwar

Penanggungjawab:Badan Amil Zakat Nasional
Dewan RRedaksi:KH Didin Hafidhuddin, Mukhlis
Yusuf, Emmy Hamidiyah, M Fuad Nasar
Redaktur PPelaksana:Sunaryo Adhiatmoko,
Hermin Rachmawanti. 
Alamat rredaksi:Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta
Pusat 10340, wwebsite:www. baznas.or.id

>>kilas program<<

>>mozaik<<

Oleh Naharus Surur

Ketua II BAZNAS

Sahur on the Road
Bareng 1000 Mustahik

Saat Ramadhan di Pakistan Memanggil Nurani Kita

Zakat dan
Keberpihakan
Pada Dhuafa

ad
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o

Foto-foto: iinternet

No Rekening Indonesia Care for Pakistan 
BRI Syariah Cab Mampang 100.0783.214

Bank Syariah Mega Indonesia Cab Kuningan 100.001. 555.9

Indonesia Care for Pakistan didukung oleh:
BAZNAS, Dompet Dhuafa, MerC,

Lazis Dewan Dakwah, BSMI, ACT, PKPU

Pembaca, dari Pakistan dilaporkan ummat muslim sulit menunaikan
shalat tarawih, karena Masjid-masjid terendam banjir. 20 juta warga
Pakistan, juga terancam kelaparan dan kesehatan yang kritis. Ramadhan
harus mereka jalani dalam ujian lapar, kelaparan, kedinginan, kehilangan
keluarga, dan kehilangan tempat tinggal. 

Masih ada kesempatan, kita tautkan tangan, memenuhi panggilan kema-
nusiaan dari Pakistan.

�
ntuk menghibur para mustahik yang ada dijalanan dan
dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-65
Indonesia, Selasa dini hari (17/8), BAZNAS menggelar

acara Sahur On the Road, makan bareng Mustahik  sekali-
gus siraman rohani bagi masyarakat miskin di Jakarta. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini BAZNAS
memberikan makan sahur kepada 1000 lebih  Mustahik yang
ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. 

ŽSejak pukul 01.00 dini hari, kami sudah mendistribusi-
kan makan sahur di beberapa tempat yang diperuntukkan
kepada masyarakat miskin kota, Panti Asuhan, Anak jalan -
an,  Pemulung, dan Tuna wisma,Ž ungkap Direktur
Pelaksana BAZNAS, Teten Kustiawan. 

Selain dihadiri langsung oleh ketua umum BAZNAS,
Didin Hafidhuddin, Acara yang di pusatkan di Gedung
Joeang 45 , Menteng  Jakarta Pusat ini, dipadati oleh musta-
hik yang berasal dari Jakarta Pusat dan sekitarnya. 

Untuk menghibur para mustahik yang sudah datang
sejak pukul 02 dini hari, panitia menghadirkan Ussy
Sulistiawaty dan tim nasyid Sajadah dengan mendendang -
kan beberapa lagu yang disambut gembira oleh para musta-
hik yang hadir. 
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